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Abstract
Treaties, used for international relations are : treaty, convention, agreement, pact, stat-

ute, covenant,memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrange-

ment, exchanged of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi,

accord, and letter of intent. MOU as an instrument of international relations is unique.

At first MOUs supplement treaties. Today MOUs are employed in most areas of interna-
tional relations. MOUs are basically, not legally binding, confidential, convenient, less formal,
speedy, and flexible. After all, MOUs should be simultaneously and precisely drafted.

Kata Kunci : memorandum of understanding (MOU), hubungan internasional, unik

A. Pendahuluan

Hubungan yang dilakukan antara
Negara dan Negara, Negara dan organisasi
internasional, organisasi internasional dan
organisasi internasional, serta Negara atau
organisasi internasional, dan subjek hukum
internasional lain, yang dikenal sebagai
hubungan internasional, dilaksanakan den-
gan menggunakan instrumen, yang disebut
perjanjian internasional. Sumber hukum
perjanjian internasional terdiri dar tiga kon-
vensi, yakni : “Vienna Convention on The
Law of Treaties, 1969", * Vienna Conven-
tion on the Succession of States in Respect of
Treaties, 1978 ", dan “Vienna Convention on
The Law of Treaties between States and In-
ternational Organisations, or between Inter-
national Organisations, 1986". Disamping
itu masih ada yang bersumber dari hukum
kebiasaan internasional.

Di Indonesia, pengaturan mengenai
perjanjian internasional dapat ditemukan
dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 19453,
dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Ta-
hun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Sebelum tanggal 23 Oktober 2000, pembua-
tan dan pengesahan perjanjian internasional
berpedoman pada Surat Presiden Republik
Indonesia Nomor : 2826/HK/1960, tanggal
22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjan-
jian-Perjanjian dengan Negara Lain .

Dalam masyarakat internasional ter-
dapat berbagai macam, ragam dan sebutan
perjanjian internasional. Subjek dan objek
perjanjian internasional berkembang pesat,
mengikuti perkembangan kebutuhan ke-
hidupan Negara dalam hubungannya den-
gan Negara lain. Perjanjian internasional
dapat dituangkan dalam : “covenant, pact,
statute, charter, convention, treaty, act, pro-

* Dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
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tocol, declaration, accord, agreement, ar-
rangement, exchange of notes, gentlement
agreement, oral agreement, agreed minutes,
memorandum of understanding, summary
records, modus vivendi, letter of intent atau
process verbal”.

Hubungan bilateral, plurilateral atau
multilateral murni, banyak yang dituangkan
dalam bentuk “treaty” (traktat) atau  mem-
orandum of understanding " (nota kesepaha-
man). Dewasa ini “memorandum of under-
standing (MOU)”, lebih banyak atau lebih
sering digunakan, dibandingkan dengan
“treaty”. Perkembangan demikian terjadi
juga di Indonesia. Dengan otonomi daerah,
bermunculan perjanjian internasional men-
genai Kerjasama antar Kota, atau Pemerin-
tah Daerah di Indonesia dengan Kota atau
Pemerintah Daerah di negara — negara mitra.
Tidak sedikit kerjasama yang dituangkan
dalam bentuk MOU. Kesepakatan tentang
penyelesaian masalah Aceh juga dituang-
kan dalam MOU. Fenomena ini mendorong
untuk dilakukan suatu kajian tentang MOU,
dilihat dari aspek hukum perjanjian interna-
sional.

Dalam tulisan ini dijelaskan tentang
hakekat Memorandum of Understanding,
alasan penggunaan Memorandum of Un-
derstanding dalam hubungan internasional,
dan pembuatan naskah Memorandum of Un-
derstanding. Selanjutnya akan dibahas pula
mengenai peraturan yang berkaitan dengan
Memorandum of Understanding dalam Un-
dang-Undang tentang Perjanjian Internasi-
onal.

B. Hakekat Memorandum of Under-
standing
Tidak diragukan lagi bahwa Memoran-

dum of Understanding (MOU) merupakan
suatu perjanjian internasional, tetapi kurang
tepat apabila MOU disebut sebagai suatu in-
strumen formal. MOU memenuhi semua un-
sur perjanjian internasional, yang tercantum
dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa Konvensi Wina
1969, yang menyatakan : “Treaty means an
international agreement concluded between
states in written form and governed by inter-
national law, whether embodied in a single
instrument or in two or more related instru-
ments and whatever its particular designa-
tion”. MOU merupakan kesepakatan antar
Negara atau antara Negara dengan subjek
hukum internasional lain, yang dituangkan
dalam suatu instrumen tertulis. Pemberian
nama tidak mempengaruhi statusnya sebagai
perjanjian internasional. MOU, atau trean,
convention, covenant, charter. statute, atau
sebutan perjanjian internasional yang lain,
sama-sama diakui sebagai perjanjian in-
ternasional. Hukum yang mengatur MOU
adalah hukum internasional, bukan hukum
nasional. Hal ini diperlukan karena ada
MOU yang diatur dengan hukum nasional,
seperti MOU, yang sekarang biasa dibuat
antara sesama organ-organ negara.

Pembuatan MOU cukup dilakukan
dalam dua tahapan, yaitu tahapan negosiasi
dan adopsi, serta tahapan penandatanganan
dan otentikasi. Berlakunya MOU tidak me-
merlukan tahapan ratifikasi. MOU sering
tidak didaftarkan dan tidak dipublikasikan.
Formalitas pembuatan MOU lebih sederhana
dibandingkan dengan formalitas pembuatan
“treaty " atau “convention”.

MOU tidak mempunyai kekuatan
mengikat secara hukum, tetapi MOU tetap
memiliki akibat hukum. Negara tidak bebas
untuk secara politik atau moral mengabaikan

MOU. Tidak melaksanakan MOU adalah
suatu sikap yang tidak terhormat dalam
hubungan internasional. Disamping itu tidak
menghormati MOU dapat memancing reaksi

politik yang merusak.

Pada penglihatan pertama nampak
bahwa MOU hanya dapat mengakibatkan
hal-hal yang berada- dalam lingkup poli-
tik atau moral. Negara yang tidak melak-
sanakan komitmen-komitmen dalam MOU,
tidak dapat diajukan ke pengadilan interna-
sional. Negara tersebut hanya dapat dikenai
sanksi politik. Negara yang dirugikan dapat
menunjukkan sikap tidak senang, dan meng-
gunakan hak retorsinya. Namun demikian,
mungkin terbuka beberapa cara untuk mem-
peroleh ganti kerugian hukum.

Ada kecenderungan yang berkembang
bahwa status demikian dinyatakan secara te-
gas-tegas dalam MOU. Namun demikian,
ketiadaan ketentuan tersebut bukan berarti
dimaksudkan mempunyai kekuatan mengi-
kat secara hukum. Dalam hukum perjan-
jian internasional atau hukum internasional
publik, tidak ada prinsip atau aturan hukum
yang mengharuskan bahwa setiap transaksi
harus memiliki kekuatan mengikat secara
hukum. !

Pada tahun 1960-an MOU merupakan
Suatu istilah yang relatif baru. Dalam peng-
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gunaannnya yang meningkat, MOU berarti
suatu perjanjian yang informal. Namun
demikian, MOU tetap merupakan suatu per-
janjian hukum antara dua Negara atau lebih.
MOU terutama digunakan apabila suatu ke-
sepakatan dimaksudkan sebagai suatu lang-
kah dalam proses merapikan suatu keadaan
yang rumit.?

Dewasa ini dalam praktek internasi-
onal, terjadi peningkatan penggunaan MOU
sebagai suatu cara untuk mengatur hubun-
gan bilateral, dalam hal terutama perma-
salahan-permasalahan pada tingkat politik,
bukan hukum. MOU mungkin benar-benar
merupakan suatu traktat, tetapi lebih sering
susunan kata-kata dalam MOU secara tegas-
tegas atau diam-diam tidak menunjukkan
suatu maksud untuk menciptakan hubungan
hukum yang mengikat.’

Perlu diperhatikan bahwa mulai tahun
1950-an ada praktek penggunaan MOU,
dimaksudkan benar-benar sebagai traktat.
Pada tahun 1990-an, banyak traktat bilateral
dibuat dengan nama MOU. Hal demikian
sering juga dilakukan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Misalnya, pada ta-
hun 1998, PBB membuat traktat dengan Irak
tentang inspeksi persenjataan dengan meng-
gunakan sebutan MOU 4

: Anthony Aust, 2000, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, Cambridge,
him.39,18,26,28.42. Lihat Juga lan Brownlic, 1999, Principles of Public International Law, Oxford University
]fl'es_s, Oxford (UK), him. 608, 609, Tim Hillier, 1998, Sourcebook on Public International Law. Cavendish Pub-
lishing Limited, Sydney, him. 126,130,131 dan Malcolm N. Shaw, 2001, /nternational Law, Cambridge University

Press, Cambridge, him. 632,633,635,

2 4
Lord Mc Nair, 1961, The Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford (UK), him.15.
3 . i
L.A. Shearer, 1996, Starke s International Leaw, Cambridge University Press, Cambridge, him. 399,

i Anthony Aust, op.cif,.him. 20, 21,
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C. Alasan Penggunaan Memorandum
of Understanding dalam Hubungan
Internasional
Semua transaksi internasional tidak

mungkin dituangkan dalam bentuk traktat
(“treaty”). Transaksi internasional lebih
biasa dituangkan dalam bentuk MOU.
Penggunaan traktat hanya apabila dalam
keadaan terpaksa. Penggunaan traktat
menimbulkan kekhawatiran akan formal-
itas-formalitas diplomasi. Bentuk traktat
digunakan apabila benar-benar ada ke-
butuhan untuk menciptakan hak dan ke-
wajiban yang mengikat secara hukum dan
ada syarat-syarat konstitusional atau hu-
kum nasional yang mengharuskan meng-
gunakan bentuk traktat.

Dewasa ini MOU digunakan sebagai
instrumen semua macam hubungan inter-
nasional. MOU sering digunakan sebagai
instrumen pelengkap traktat. MOU demi-
kain bersifat rahasia. Alasan utama lebih
disukainya penggunaan MOU dibanding-
kan dengan traktat, adalah kerahasiaan
dan kemudahan.

Untuk MOU, pada umumnya tidak
ada persyaratan atau kebutuhan nasional
maupun internasional untuk mengumum-
kan MOU. Hanya karena alasan khusus,
MOU diumumkan, seperti apabila mua-
tan pokoknya secara politis penting atau
MOU berkaitan erat dengan suatu trak-
tat,

MOU sering tidak diumumkan
dalam himpunan perjanjian internasional
suatu Negara. MOU tidak diharuskan oleh
Pasal 102 Piagam PBB untuk didaftarkan
di PBB. Sejak tahun 1945 sudah ribuan
MOU dibuat oleh Negara. Namun MOU
yang muncul di dalam “United Nations

Treaty Series” dapat dihitung dengan jari.
Itupun mungkin karena kesalahan.

Pendaftaran instrumen ke PBB,
menurut ketentuan Pasal 102 Piagam PBB,
tidak serta merta merubah status MOU
menjadi traktat. Status MOU tetap seperti
sebelum didaftarkan. Namun demikian,
biasanya pendaftaran merupakan bukti
yang baik bahwa Negara yang bersangku-
tan menganggapnya sebagai suatu traktat.
Traktat bilateral kadang-kadang didaft-
arkan oleh salah satu pihak, meski pihak
yang lain tidak menganggapnya sebagai
suatu traktat. Tidak didaftarkan atau tidak
dipublikasikannya suatu instrumen meru-
pakan faktor yang menunjukkan status
tidak mengikatnya secara hukum. Traktat
yang tidak didaftarkan tidak kehilangan
statusnya sebagai suatu traktat. Instrumen
yang tidak terdaftar di PBB, tidak dapat
dijadikan sandaran hukum oleh para pi-
hak di dalam sistem PBB. Dalam praktek,
MOU dapat dijadikan sandaran di depan
pengadilan.

MOU sangat berguna untuk in-
strumen hubungan politik, militer atau
pertahanan. Hakekat permasalahan ini
sangat sering memerlukan kerahasiaan
demi keamanan nasional. Suatu traktat
pertahanan sangat sering memerlukan
banyak sekali MOU sebagai instrumen
pelengkapnya. Memorandum-memoran-
dum tersebut dapat berupa MOU tentang
permasalahan rincian, rahasia, teknis dan
keuangan.

MOU sangat berguna untuk melind-
ungi informasi komersial yang sensitif.
Hal ini dilakukan apabila pemerintah
terlibat dalam memperoleh konsesi atau
kontrak untuk perusahaan-perusahaannya

atau apabila pemerintah bertindak sebagai
proksi untuk perusahaan-perusahaan.’

Pembuatan MOU cukup dengan for-
- malitas sederhana. MOU tidak memerlukan
klausula final yang panjang lebar maupun
formalitas-formalitas internasional atau na-
sional. MOU akan berlaku pada saat ditan-
datangani, tanpa harus menunggu prosedur
lebih jauh lagi. MOU dapat dibuat dalam
waktu yang singkat. Pada umumnya, MOU
tidak tunduk pada prosedur konstitusional,
seperti presentasi di depan Parlemen, meski
hal itu tergantung pada konstitusi, perun-
dang-undangan, dan praktek masing-masing
Negara. MOU cukup ditandatangani oleh
selain menteri luar negeri atau oleh tingkat
pejabat.

Dengan bentuk MOU, apabila diper-
lukan modifikasi, maka modifikasi dapat
dilakukan dengan cepat. Demikian juga,
amandemen dapat dilakukan dengan mu-
dah dan cepat. MOU tepat digunakan un-
tuk kerjasama di bidang pemberian bantuan
pembangunan atau kemanusiaan. Dalam hal
i diperlukan keluwesan dan tidak perlu
penekanan adanya hak dan kewajiban hu-
kum yang timbal balik. Dalam pelaksanaan
MOU tersebut, sering perlu dilakukan modi-
fikasi terhadap pengaturan-pengaturan tek-
nis, maupun keuangan yang rumit.

Pada umumnya sengketa yang timbul
karena interpretasi atau penerapan MOU,
diselesaikan dengan negosiasi. Para pihak
tidak akan mengajukan ke pihak ke tiga

——

him.635,
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maupun pengadilan. Penyelesaiannya akan
luwes dan cepat.®

Dalam menggunakan MOU sebagai
instrumen hubungan internasional perlu
memperhatikan  aspek-aspek negatifnya.
Dimungkinkan pemberian status MOU oleh
para pihak tidak sama. Pada umumnya MOU
tidak dimaksudkan sebagai traktat yang ses-
ungguhnya. Namun demikian, tidak tertutup
kemungkinan ada pihak yang men ganggap-
nya sebagai traktat yang sesungguhnya.

Mengingat MOU tidak mempunyai
kekuatan mengikat secara hukum, kadang-
kadang menimbulkan godaan untuk tidak
melaksanakan  komitmen-komitmen  di
dalam MOU secara serius. Hal ini berarti
mengabaikan fakta bahwa komitmen politik
adalah janji pemerintah akan menghormati
dan melaksnakan prinsip itikad baik.

Dalam menyusun MOU, pejabat
pemerintah mungkin cenderung kurang ber-
hati-hati. Apabila kecenderungan ini terjadi
patut disayangkan. Kesalahan dalam mem-
buat MOU dapat mengakibatkan perselisihan
dalam hubungan antar Negara. Seharusnya
semua komitmen dalam MOU dirumuskan
dengan tepat, teliti dan saksama.

MOU mungkin mudah hilang karena
tidak terhimpun dan tidak terdaftar. Kejadi-
an ini akan menyulitkan anggota masyarakat
maupun para pejabat yang terlibat dalam im-
plementasi MOU. Pejabat yang bertanggung
Jawab harus menghimpun naskah MOU yang
ditandatangani, dimanapun asalkan mudah

5 £5
Aust, ibid., hlm.26,34,35,29 36,39, lihat juga, L.A. Shearer, op.cit., .him.400, Malcolm N. Shaw, op.cit.,

6
Anthony Aust, ibid.. him.37,38. Lihat Juga LA, Shearer, ibid, hlm.400, Malcolm N. Shaw, ibid..,

hlm.636,637.650,
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diakses. Apabila terjadi pergantian, pejabat
berikutnya tidak mengalami kesulitan.”

D. Pembuatan Naskah Memorandum of

Understanding

Pembuatan naskah MOU tergantung
pada konstitusi dan prosedur internal mas-
ing-masing Negara. Biasanya tidak semua
naskah MOU dibuat oleh kementerian luar
negeri. Apabila MOU disusun oleh kement-
erian selain kementerian luar negeri, kemen-
terian yang bersangkutan harus melakukan
konsultasi dengan kementerian luar negeri.
Konsultasi dilakukan sebelum rancangan
naskah MOU dikirim ke Negara lain, kemu-
dian konsultasi dilakukan pada semua lang-
kah kunci.

Tugas kementerian luar negeri adalah
menjelaskan mengenai permasalahan yang
sering dihadapi dalam penggunaan MOU
sebagai instrumen hubungan internasional.
Misalnya, apa perbedaan-perbedaan antara
traktat dan MOU. Apa untung dan ruginya
menggunakan MOU untuk kasus-kasus ter-
tentu. Apakah bentuk dan susunan kata-kat-
anya sudah tepat dengan penggunaan MOU
sebagai instrumen yang dipilih. *

Bentuk MOU mengikuti pola struktur
perjanjian internasional yang sudah mapan.
Struktur MOU terdiri dan : judul, mukad-
imah, naskah utama, klausula final, kesaksi-
an dan tanda tangan, serta lampiran, apabila
ada.

Judul MOU terdiri dari dua unsur,
yakni, nama dan desknipsi mengenai ma-
teri pokok kesepakatan yang dicapai para
pihak. Sudah jelas nama yang digunakan

7 Anthony Aust, op.cir., him. 39,40,41.
8 Ibid., him.40,

adalah “Memorandum of Understanding”.
Maten pokok kesepahaman berupa kebutu-
han, kepentingan, maksud atau tujuan para
pihak, seperti ; kerjasama di bidang pariwi-
sata, pertahanan, persaudaraan propinsi dan
Negara bagian, dan bantuan pembangunan
atau kemanusiaan. Dalam judul biasanya di-
cantumkan MOU antara pemerintah Negara
mana dengan Negara mana.

Contoh judul MOU :

Memorandum of Understanding
between
The Government of The Republic of
Indonesia and
The Government of The Republic of
The Philippines on
Cooperation in The Field of Tourism

Memorandum Saling Pengertian
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Philipina
Mengenai
Kerjasama di Bidang Pariwisata

Memorandum of Understanding
Between
The Government of The Capital City of
Jakarta Republic of Indonesia
and
The Government of The State of Arkansas
United States of America
Concemning
Sister Province State Cooperation

Nota Kesepahaman
Antara

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Republik Indonesia
Dan
Pemerintah Negara Bagian Arkansas
Amerika Serikat
Mengenai
Kerjasama Propinsi-Negara Bagian

Mukadimah merupakan bagian MOU
yang memuat permulaan pengucapan MOU.
Pada permulaan mukadimah dicantumkan
nama Negara yang melakukan negosiasi.
Apa yang perlu dicantumkan dalam alinea-
alinea mukadimah, tidak ada aturan atau ke-
biasaan yang harus diikuti, tergantung pada
keadaan. Yang perlu dipaparkan adalah latar
belakang, alasan, tujuan dan maksud dibuat-
nya MOU. Kadang-kadang juga dimuat
statemen politik yang pokok. Muatan mu-
kadimah tidak boleh bertentangan dengan
bagian naskah utama. Mukadimah disusun
sependek mungkin dan diakhiri dengan
suatu alinea final, seperti :

Have reached the following understanding -
atau Have decided :

Contoh :

The Government of (the Republic of Indone-
sia) and the Government of (the Republic of
the Philippines), being known hereafter as
the Participants,

Acting in the spirit of partnership and co-
operation,

Disiring to strengthen the understanding,
confidence and good relations on tourism,
Have reached the following understanding :
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Catatan dihindari penggunaan kata
“agree” atau “undertake”.*

Naskah utama atau batang tubuh
MOU, terdiri dari klausula substantif, yang
merupakan bagian pokok terpenting MOU.
Bagian ini memaparkan semua dan segala
yang telah menjadi kesepahaman atau saling
pengertian. Materi kesepahaman dikelom-
pok-kelompokkan menjadi seksi (section),
yang diberi judul. Seksi dapat terdiri dari bu-
tir-butir. Judul dibuat sesingkat-singkatnya.

Penomoran seksi menggunakan ang-
ka Arab. Dalam MOU tidak digunakan
kata “shall”, dan diganti dengan kata yang
kurang imperatif, yaitu kata “will”.

Contoh :

Section 1

Purpose
The Participants will seek to facilitate tourist
visits between the two countries.

Section 2
Tourism Promotion

1. The Participants will exchange mate-
rial and publications on tourist infor-
mation from their respective National
Tourist Boards.

2. The Participants will allow the impor-
tation of such documents and material
required for tourist information.

Section 3
Tourism Industry
The Participants will encourage and create
favourable conditions for nationals of the

9 =
Anthony Aust, op.cir., him, 332-337,27 328 400. Lihat juga LA. Shearer, op.cit., him. 420.



24 MIMBAR HUKUM Volume 18, Nomor 1, Februari 2006, Halaman 1-158

other side to participate in the construction,
management and maintenance of the tour-

. 0
ism mdusrry.'

Klausula final MOU mempunyai peran
pokok disamping peran naskah utama. Ke-
mulusan operasional MOU sangat ditentukan
oleh klausula final . Karenanya, klausula final
harus disusun dengan pemikiran yang men-
dalam, seperti penyusunan naskah utama.
Biasanya digunakan bentuk klausula yang
sederhana, tetapi sangat sering klausula final
hanya dianggap semata-mata sebagai pen-
gaturan formal, sehingga hanya disalin atau
disadur dari klausula final MOU lain yang
sama. Penyusunannya harus dilakukan den-
gan saksama dan matang, bersamaan dengan
mukadimah dan naskah utama, dan jangan
sampai diterlambatkan. Tidak ada pola pe-
rumusan klausula final yang ketat, sehingga
terdapat beraneka ragam klausula final.

Dalam klausula final MOU termuat
pengaturan mengenai : penyelesaian sen-
gketa, amandemen, masa berlakunya, dan
pengakhiran. Mengingat MOU tidak mem-
punyai kekuatan mengikat secara hukum,
sengketa mengenai interpretasi atau penera-
pan MOU, diselesaikan dengan negosiasi
atau konsultasi. Para pihak tidak meng-
inginkan diselesaikan melalui pengadilan
nasional atau internasional, maupun peny-

elesaian pihak ketiga.

Contoh :

Section ...

Disputes
Any dispute regarding the interpretation or
application of this MOU will be resolved by

10 A nthony Aust, ibid., him.340.27 396 400.

consultation between the Participants, and
will not be referred to any national or inter-
national tribunal or third party for settle-

ment.

Section ...
Disputes Settlement
Any difference arising out of the interpreta-
tion and implementation of this MOU will be
settled amicably through consultation or ne-
gotiation between the Participants.

Salah satu kemudahan MOU adalah

kemudahan dalam melakukan amandemen.
Dalam pelaksanaan MOU sering diperlukan
penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi
perubahan-perubahan yang terjadi.

Contoh :

Section ...

Amendment
This Memorandum of Understanding may
be amended at any time by the mutual writ-
ten consent of the Participants.

Sudah pasti MOU mulai berlaku pada
saat penandatanganan. Masa berlakunya MOU
tergantung pada kesepakatan para pihak. Ada
yang secara tegas-tegas ditentukan masa ber-
lakunya, dan ada yang tergantung pada terjadi
tidaknya pengakhiran oleh para pihak.

Contoh :

Section ...
Duration and+ effective date
This Memorandum of Understanding will
come into effect on the date of signature.

Section .....

Termination
This Memorandum of Understanding may be
terminated by either Participant giving six
months written notice. The Participants will
consult to determine how any outstanding
matters should be dealt with. Termination
will not effect the validity of any contract
made under this Memorandum of Under-
standing.

Contoh lain :

Section ....

1. This Memorandum of Understanding
will come into operation on the date of
ils signing.

2. This Memorandum of Understanding
will come into operation for a period
of 5 (five) years consecutively and au-
tomatically extended for 5 (five) years
consecutively, unless it is terminated
in writing by either Participant giving
6(six) months notice in advance.

3. Should this Memorandum of Under-
standing be terminated, its clauses will
remain in operation until such a time
when the implementation of the fields
of activity of this cooperation has been
carried out to its completion.

Kesaksian dalam MOU dihilangkan
atau disederhanakan. Bagian ini merupakan
Pengakuan atau pembenaran terhadap pen-
andatanganan MOU. Pada bagian kesaksian
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MOU juga dicantumkan : tempat dan tang-
gal penandatanganan, bahasa naskah dan
naskah yang diakui resmi dan otentik.

Contoh :

The foregoing represents the understandings
reached between the Government of the ...
and the Government of the ... upon the mat-
ters referred to herein.

Signed in duplicate in the English language
at Vienna on 15 August 2005.

Contoh lain :

The foregoing represents the understand-
ing reached between the Participants on the
matters referred to in this Memorandum of
Understanding.

Signed in duplicate at (place) on (date) in
(the ............ and .......languages, both texts
having equal validity).

Seperti halnya perjanjian internasional
yang lain, MOU diakhiri dengan tandatan-
gan para pihak. Penandatanganan dapat di-
lakukan pada waktu yang bersamaan atau
berlainan. Kalau waktu penandatanganan
berlainan, MOU mulai berlaku pada saat
penandatanganan yang terakhir.

Contoh :

For the Government of (.....) For the Gov-
ernment of (.....)
Signature Signature

Complete Name Complete Name"!

Anthony Aust, op.cit., him. 347.40027,350,352,354,348. Lihat juga Malcolm N. Shaw, op.cir.

hlm.637.638,649,6?l :
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Untuk melengkapi gambaran mengenai naskah MOU, berikut disajikan perbandingan
terminologi yang digunakan pada MOU dan traktat.

TRAKTAT MOU
article paragraph
agree decide, accept, approve
agreement arrangement(s), understanding(s)
agreed decided, accepted, approved
authentic equally valid
authoritative equally valid
clause paragraph
conditions provisions
continue in force continue to have effect
Done Signed
enter into force come into effect, come into operation
mutually agreed jointly decided
obligations commitments
Parties Participants, Governments
Preamble Introduction
rights benefits
shall will
terms provisions
undertake carry out
undertakings understandings'?

E. Memorandum of Understanding
dalam Undang-Undang Perjanjian
Internasional
Sebelum mencermati bagaimana pen-

gaturan mengenai MOU dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Undang-Undang

Perjanjian Internasional), perlu terlebih da-

hulu mencermati Surat Presiden Republik

Indonesia Nomor : 2826/HK/60, tertanggal

22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjan-

12 A nthony Aust, op-cit., him.404,

e e

jian-Perjanjian dengan Negara Lain. Dalam
Surat Presiden tersebut tidak ada butir-butir
yang secara langsung mengatur mengenai
MOU. Hal ini wajar, karena fokusnya adalah
pengaturan tentang perjanjian internasional
yang mana, yang memerlukan dan yang tidak
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam proses pengesahannya.
Ketika itu tersirat bahwa Pemerintah
Republik Indonesia dalam melaksanakan
hubungan dengan Negara lain, menggu-

nakan instrumen traktat dan “agreement”.
Traktat digunakan untuk hubungan yang
dianggap penting, dan “agreement” untuk
hubungan yang tidak penting. MOU belum
sedemikian dikenal. Nampaknya MOU di-
kategorikan sebagai “agreement” bukan se-
bagai traktat. Pengesahan MOU cukup oleh
Presiden tanpa terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Den-
gan Mukadimah Undang-Undang Perjanjian
Internasional, diakui bahwa Surat Presiden
tersebut, sebagai pedoman untuk membuat
dan mengesahkan perjanjian internasional
sudah tidak sesuai lagi dengan semangat
reformasi.

Dalam Undang-Undang Perjanjian In-
ternasional tidak ada ketentuan yang secara
khusus mengatur mengenai MOU. Undang-
undang ini dimaksdukan untuk mengatur
perjanjian internasional secara keseluruhan
dan umum. MOU hanya merupakan salah
satu bentuk dan nama perjanjian internasi-
onal yang cukup beragam.

Pemerintah Negara Republik Indonesia
dalam melakukan hubungan dan kerja sama
internasional menggunakan instrumen per-
janjian internasional. Peningkatan intensitas
hubungan dan interdependensi antar Negara,
Serta kerjasama internasional yang dilaku-
kan oleh Republik Indonesia, mengakibat-
kan keragaman bentuk dan nama perjanjian
internasional yang digunakan. Bentuk dan
Namanya, antara lain - treaty, convention,
dagreement, memorandum of understanding,
Protocol, charter, declaration, final act, ar-
rangement, exchange of notes, agreed min-
utes, summary record, process verbal, mo-
dus vivendi, dan letter of intent.

—
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Bentuk dan nama perjanjian menun-
Jukkan perbedaan tingkat bobot materi kerja
sma, tetapi tidak mengurangi hak dan ke-
wajiban para pihak. Penggunaan bentuk dan
nama perjanjian menunjukkan keinginan
dan maksud para pihak, serta dampak poli-
tiknya bagi para pihak. Perjanj lan-perjanjian
internasional tersebut ada yang memerlukan
pengesahan, dan ada yang langsung berlaku
setelah penandatanganan.'?

Pengesahan dilakukan dengan undang-
undang atau keputusan presiden. Pengesa-
han dengan undang-undang memerlukan
persetujuan DPR. Pengesahan dengan kepu-
tusan presiden cukup diberitahukan kepada
DPR untuk dievaluasi. Undang-undang atau
keputusan presiden tersebut ditempatkan
dalam Lembaran Negara Republik Indone-
sia. Pembedaan pengesahan dilakukan ber-
dasarkan materi perjanjian, bukan berdasar-
kan bentuk dan namanya.

Pengesahan dilakukan dengan undang-
undang apabila berkenaan dengan : (a) ma-
salah politik, perdamaian, pertahanan, dan
keamanan Negara; (b) perubahan wilayah
atau penetapan batas wilayah Negara Re-
publik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak
berdaulat Negara; (d) hak asasi manusia dan
lingkungan hidup; (e) pembentukan kai-
dah hukum baru; dan (f) pinjaman dan atau
hibah luar negeri. Butir f, akan diatur dengan
undang-undang tersendiri.

Pengesahan dilakukan dengan keputu-
san presiden, apabila materi perjanjian tidak
termasuk materi tersebut a sampai dengan f.
Materi ini bersifat prosedural dan memerlu-
kan penerapan dalam waktu singkat tanpa
mempengaruhiperaturanperundang-undang-

13 y ¢
Mukadimah dan Penjelasan Umum Undang-Undan g Perjanjian Internasional.
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an nasional. Yang termasuk kategori ini, an-
tara lain : perjanjian induk yang menyangkut
kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan
kebudayaan, pelayaran niaga, penghinda-
ran pajak berganda, kerjasama perlindungan
penanaman modal dan perjanjian-perjanjian
yang bersifat teknis.

Perjanjian internasional yang berlaku-
nya tidak memerlukan pengesahan, dan per-
janjian yang muatan materinya bersifat tek-
~ nis, atau merupakan pelaksanaan teknis, atas
~ suatu perjanjian induk, langsung berlaku
setelah penandatanganan, pertukaran doku-
men perjanjian/ nota diplomatik, atau setelah
melalui cara-cara lain yang disepakati. Ter-
masuk kategori ini, antara lain : perjanjian di
bidang : pendidikan, sosial, budaya, pariwi-
sata, penerangan, kesehatan, keluarga beren-
cana, pertanian, kehutanan, dan kerjasama
antar propinsi dan antar kota."*

Berdasarkan sifat MOU yang luwes
dan tidak formal, MOU termasuk dalam kat-
egori perjanjian yang berlakunya tidak me-
merlukan pengesahan. Demikian juga apa-
bila dilihat dari muatan materi MOU, meski
hal ini bersifat relatif, berlakunya MOU ti-
dak memerlukan pengesahan. MOU diakui
sebagai salah satu bentuk dan nama instru-
men hubungan internasional yang dilakukan
oleh Republik Indonesia.

Untuk mencermati lebih jauh bagaima-
na penggunaan MOU di Indonesia, diambil
sebagai contoh penggunaan MOU dalam
perjanjian-perjanjian mengenai kerja sama
antar propinsi atau antar kota. Pada tahun

1980-an, bentuk dan nama MOU belum di-
gunakan secara mantap. Ada perjanjian kota

kembar yang tidak menggunakan MOU,
Misalnya, “Agreement” digunakan untuk

perjanjian antara Pemerintah Propinsi Yo-

gyakarta dan Kyoto (Jepang) yang ditan-
datangani pada 16 Juli 1985. “Declaration”
digunakan untuk perjanjian antara Ibu Kota
Jakarta dan Kota Islamabad (Pakistan),
tanggal 25 Oktober 1984. Praktek ini nam-
pak mengacu pada konvensi ketatanegaraan
yang ada tentang pengesahan perjanjian in-

ternasional.

Pada tahun 1990-an sampai dengan "{
dikeluarkannya Undang-Undang Perjanjian 'f'_
Internasional, bentuk dan nama MOU sudah
mantap digunakan. Dapat dikatakan bahwa

semua perjanjian kota kembar menggunak-

an MOU. Pada umumnya MOU dipadankan
dengan Memorandum Saling Pengertian.
Akhir-akhir ini MOU diterjemahkan dengan

Nota Kesepahaman.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat
mengenai penggunaan MOU di Indone-
sia. Mukadimah MOU disusun dalam ben- I.
tuk, gaya dan kata-kata mukadimah traktat.
Misalnya, digunakan kata “The Parties”, ':
dan diakhiri dengan frase “Have agreed as _'
follows :” Naskah utama MOU juga dibuat

seperti batang tubuh traktat. Contohnya
pengunaan kata “article”. Setiap “article”,
dimulai dengan kata : “The Parties shall”.
Disamping itu, klausula finalnya juga disu-
sun seperti klausula final traktat. Misalnya,
penggunaan frase “shall come into force”,
atau “shall be in force”. Demikian juga ba-
gian kesaksian MOU disusun seperti bagian
kesaksian traktat. Kalimat-kalimat yang di-
gunakan adalah kalimat-kalimat bagian ke-
saksian traktat.

14 pasal dan Penjelasan Pasal 9(2), 10, 11(1), 13, 15 (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional.

_ Bagian yang masih menunjukkan
karakter MOU adalah ketentuan tentang pe-
ﬁyelesaian sengketa dan mulai berlakunya

~ MOU. Penyelesaian sengketa yang disepak-

éti adalah penyelesaian damai, dengan kon-
sultasi dan negosiasi. MOU mulai berlaku
pada saat penandatanganan, tanpa memerlu-
kan pengesahan. :

Mengenai prosedur pembuatan MOU
ada juga yang perlu dicatat. MOU ditan-
datangani oleh Wali Kota atau Gubernur,
bukan oleh Menteri Dalam Negeri atau
Menteri Luar Negeri. Mereka melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Menteri
Luar Negeri, guna memperoleh petunjuk dan
arahan. Konsultasi bertujuan melindungi ke-
pentingan nasional, dan mengarahkan agar
tidak bertentangan dengan kebijakan politik
luar negeri Indonesia. Konsultasi dapat di-
lakukan melalui rapat inter departemen atau
komunikasi surat menyurat dengan Departe-
men Luar Negeri untuk meminta pandangan
politik maupun yuridis. Untuk menandatan-
gani MOU diperlukan Surat Kuasa (Full
Powers) dari Menteri Luar Negeri. Naskah
asli MOU disimpan, dipelihara, serta diter-
bitkan dalam himpunan perjanjian internasi-
onal oleh Menteri yang bertanggung jawab.
"5 Hal ini mungkin dapat mengganggu sifat
MOU yang rahasia.

E. Penutup
Memorandum  of  Understanding
(MOU) sebagai instrumen hubungan inter-
Dasional memiliki karakteristik yang unik.
Pada awalnya MOU merupakan instrumen
Pelengkap traktat. Biasanya MOU berfungsi

Sebagai instrumen pelengkap dalam mem-

—
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persiapkan pembuatan traktat. Sering MOU
berfungsi sebagai pelengkap dalam imple-
mentasi traktat.

Perkembangan dan peningkatan yang
pesat dalam intensitas, macam dan volume
hubungan internasional, membutuhkan per-
an MOU sebagai instrumennya. Daya saing
MOU menguat dan meningkat dengan pe-
sat. Posisi MOU mampu menggeser posisi
traktat, dan bahkan berhasil menggungguli
traktat.

Keunggulan MOU berasal dari karak-
teristik MOU yang spesifik, yang tidak di-
miliki traktat. MOU adalah praktis untuk di-
gunakan terutama dalam hubungan bilateral
dan plurilateral. Hubungan ini mendominasi
kebutuhan Negara dewasa ini.

Sifat rahasia MOU sering dibutuhkan
dalam hubungan kerjasama militer, pertah-
anan dan keamanan, serta komersial, yang
merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan
Negara. MOU yang tidak memiliki daya
mengikat secara hukum dapat memenuhi
selera hubungan antar anggota masyarakat
internasional. Mereka lebih senang terlibat
dalam hubungan yang mengikat secara poli-
tis dan moral. Apa yang mereka inginkan
sudah dapat tercapai. Kalau terjadi sengketa,
penyelesaiannya cukup dengan penyelesa-
ian politik atau diplomatik, yakni konsultasi
dan negosiasi. Apabila pengenaan sanksi ti-
dak dapat dihindar, sanksinya adalah sanksi
politik bukan sanksi hukum.

Keluwesan MOU cocok untuk menu-
angkan kerjasama di bidang bantuan pem-
bangunan dan kemanusiaan. Dalam kerjasa-
ma ini tidak mengharuskan adanya hak dan
kewajiban timbal balik. MOU juga cocok

1 i A
_5 Pasal dan Penjelasan Pasal 5 (1), 17(1). Undang-undang Perjanjian Internasional.
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untuk menghadapi persoalan-persoalan yang
ruwet. Dengan MOU dapat dilakukan pena-
taan-penataan, sehingga keruwetan dapat
dipecahkan. Kesederhanaan MOU, yang ti-
dak memerlukan formalitas-formalitas yang
panjang dan rumit, dapat memenuhi keper-
luan hubungan intemasional yang serba
cepat. Banyak kerjasama yang perlu pelak-
sanaan segera. Dalam pelaksanaannya juga
banyak kerjasama yang memerlukan penye-
suaian, modifikasi atau perubahan. Keperlu-
an-keperluan ini dapat diatasi dengan peng-
gunaan MOU. Di samping itu MOU dapat
memberi ruang lebih bebas bagi lembaga
eksekutif, sebagai pelaku hubungan interna-
sional.

Dalam menggunakan MOU perlu di-
hindari praktek-praktek yang negatif. Ke-

mint Declaration of Sister Cities by the
ment of the Special Territory of the
vital City Jakarta, Indonesia and the Mu-
. _jpa]Aufhorffy of Islamabad, Pakistan, 25
ober 1984.

tika membuat MOU diusahakan
kesamaan pendapat mengenai status MOU
Dihindari terjadinya pengabaian terha
prinsip iktikad baik. Pembuatan naskak
MOU dilakukan dengan cermat, saksams
dan tepat.

Di Indonesia penggunaan MOU se
bagai instrumen hubungan internasional

sment for the Establishment of Friendly
ions Between the Government of the
ince of Yogvakarta Special Territory,
public of Indonesia and the Government
Kyoto Prefecture, Japan, 16 July 1985.

terimbas kuat oleh praktek internasic
MOU cenderung digunakan untuk hampir
semua hubungan yang dilakukan oleh Indo
nesia dengan Negara, organisasi internasi-
onal atau subjek hukum internasional van
lain. Bahkan semua perikatan yang diatu
dengan hukum nasional Indonesiapun di-
tuangkan dalam MOU. Status MOU diakui
sebagai traktat yang sebenarnya, terkecual;
cara penyelesaian sengketa dan berlakunya

Memorandum of Understanding Between
the Government of the Capital City of Jakar-
| Republic of Indonesia and the Peoples s
ent of Beijing Municipality, Peo-
5 Republic of China Concerning Sister
City Cooperation, 4 August 1992.

MOU. %
Memorandum of Understanding Berween the
- Government of the Capital City of Jakarta,
DAFTAR PUSTAKA Republic of Indonesia, and the Government

Aust, Anthony, 2000, Modern Treaty Law
and Practice, Cambridge University
Press, Cambridge (UK).

Brownlie,lan, 1999, Principles of Public In-
ternational Law, fifth edition, Oxford
University Press, Oxford (UK).

Hillier, Tim, 1998, Sourcebook on Public In-
ternational Law, Cavendish Publishing
Limited, Sydney (Australia).

Mc Nair, Lord, 1961, The Law of Treaties,
Oxford University Press, Oxford (UK).

_ .

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006[
tentang Perjanjian Internasional.

of the State of Arkansas, United States of
- America, Concerning Sister Province — State

Shaw, Malcolm N., 2001, Internati Cooperation, 17 November 1993.

Law, fourth edition, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge (UK). Memorandum of Understanding Between the

Municipal Government of Bitung, Province
of North Sulawesi, Republic of Indonesia
- and the Government of the City of Davao,
Republic of the Philippines Concerning Sis-
ter City Cooperation, 24 September 1993.

Shearer 1.A.,1996, Starke’s Internationa
Law, fourth edition, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge (UK).

Memorandum of Understanding Between the
~ Provincial Government of Bali, Republic of
Indonesia and the Provincial Government of
Cheju, Republic of Korea Regarding Sister
Province Coaperation, 23 October 1996.

2826/HK/60 tentang Pembuatan Per-
Janjian-Perjanjian dengan Negara Lain. ¥
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Memorandum of Understanding Between
the Municipal Government of Surabaya of
the Province of East Java of the Republic of
Indonesia and the Government of the Kochi
City of the Kochi Prefecture of Japan Con-
cerning Sister City Cooperation, 17 April
1997.

Memorandum of Understanding Between
the Provincial Government of West Java
of the Republic of Indonesia and the State
Government of South Australia Concerning
Sister Province-State Cooperation, 21 Au-
gust 1997.

Memorandum of Understanding Between
the Municipal Government of Bandung, the
Province of West Java, Republic of Indone-
sia and the Government of the City of Su-
won, the Province of Kyonggi, Republic of
Korea, Concerning Sister City Cooperation,
25 August 1997.

Memorandum of Understanding Between
the Municipal Government of Medan, the
Province of North Sumatera, Republic of
Indonesia and the Government of Metro-
politan City of Kwangju, Republic of Korea,
Concerning Sister City Cooperation, 24
September 1997.

Memorandum of Understanding Between
Special Province of Yogyakarta, Republic
of Indonesia and the Land Tirol, Republic of
Austria, 30 November 1999.



